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Abstrak - Samsat Jakarta Barat merupakan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Jakarta 
untuk menyediakan tempat terpusat dan terpadu untuk memungut pajak daerah seperti pajak kendaraan 

bermotor. Samsat Jakarta barat juga menjadi layanan satu atap yang melayani berbagai jenis pembayaran 

pajak daerah. Dalam pelaksanaannya terdapat pula target realisasi penerimaan perpajakan yang harus 
diaksanakan. Hal ini tentunya akan memiliki berbagai metode yang diperlukan untuk merealisasikan 

penerimaan pajak daerah termasuk pajak kendaraan bermotor. Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah Kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini yaitu wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat 
Jakarta Barat. Sampel yang digunakan  sebanyak 100 responden yang telah di hitung menggunakan 

rumus Slovin. Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu teknik accidental 

sampling. Peneliti menyebarkan kuesioner sebagai pengambilan data penelitian dan diolah 

menggunakan IBM SPSS versi 26. 
Hasil dari penelitian yaitu Tax Planning memiliki nilai sig. 0,005 < 0,05; Tarif Pajak memiliki nilai sig. 

0,017 < 0,05; Kualitas Pelayanan memiliki nilai sig. 0,000 < 0,05; dan secara simultan dalam uji F nilai 

sig. 0,000 < 0,05. Artinya Tax Planning, tarif pajak, dan kualitas pelayanan fiskus memiliki pengaruh 
secara parsial dan simultan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Jakarta Barat.  

 

Kata kunci: Tax Planning, Tarif Pajak, Kualitas Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan 

Bermotor 

 

Abstract - West Jakarta One-stop Administration Services Office is a facility provided by the Jakarta 

Provincial Government to provide a centralized and integrated place to collect regional taxes such as 
motor vehicle tax. West Jakarta One-stop Administration Services Office is also a one-stop service that 

serves various types of regional tax payments. In its implementation, there is also a target for the 

realization of tax revenue that must be implemented. This will certainly have various methods needed 
to realize regional tax revenues including motor vehicle taxes.The method used in this research is 

quantitative. The population in this research is motor vehicle taxpayers at the West Jakarta One-stop 

Administration Services Office. The sample used was 100 respondents who were calculated using the 

Slovin formula. In this research, the sampling technique used was the accidental sampling technique. 
Researchers distributed questionnaires to collect research data and processed them using IBM SPSS 

version 26. 

The results of the research are that Tax Planning has a sig. 0.005 < 0.05; Tax Rate has a sig value. 
0.017 < 0.05; Service Quality has a sig value. 0.000 < 0.05; and simultaneously in the F test the sig 

value. 0.000 < 0.05. This means that Tax Planning, tax rates, and quality of tax services have a partial 

and simultaneous influence on motor vehicle taxpayer compliance in West Jakarta One-stop 
Administration Services Office. 

 

Keywords: Tax Planning, tax rates, quality of tax service, and motor vehicle taxpayer compliance 

 

 

 

 



PENDAHULUAN 

Pajak adalah kerwajiban warga nergara dalam 

berrkorntribusi untuk nergaranya. Warga nergara 

yang baik adalah warga nergara yang serlalu taat 

akan kerwajibannya dalam mermbayar pajak. 

Korntribusi yang diberrikan warga nergara sangat 

berrperngaruh terrhadap  perndapatan nergara. Hal 

ini terntunya mernjadi pernting karerna permasukan 

terrbersar nergara adalah dari pajak.   

Dalam pernerlitian (Putra dan Samorsir, 2023) 

pajak merrupakan korntribusi wajib terrhadap 

permerrintah yang terrhutang bagi orrang pribadi 

maupun badan yang berrsifat mernuntut bagi 

perrundang-undangan, tiada mermperrorlerh 

kormpernsasi sercara terrus-mernerrus serrta 

dimanfaatkan akan kerbutuhan permerrintahan 

guna terrcapainya kermakmuran yang serbersar-

bersarnya bagi rakyat.  

Pajak yang dipungut digunakan untuk 

mermbangun sarana dan prasarana yang 

dibutuhkan Masyarakat untuk kerlancaran 

aktivitas serhari-hari. Pajak digunakan serbagai 

indicatorr dalam pernilaian kerberrhasilan nergara 

dalam merlakukan permungutan pajak.  

Kerberrhasilan permungutan pajak ini 

diperngaruhi orlerh faktorr – faktorr yang 

mermperngaruhi kerpatuhan wajib pajak dalam 

mermernuhi kerwajiban perrpajakannya. Faktorr 

yang mermperngaruhi tingkat kerberrhasilan 

dalam permungutan pajak dibagi mernjadi dua 

yaitu interrnal dan erksterrnal.  

Faktorr interrnal merrupakan faktorr yang 

berrasal dari dalam diri serndiri merngernai 

kersadaran, kerpatuhan dan kertaatan dalam 

permernuhan kerwajiban dalam prorsers 

permungutan pajak yang berrlangsung. 

Kermudian, faktorr erksterrnal yang merrupakan 

faktorr yang berrasal dari luar diri serndiri yang 

mampu mermperngaruhi kerpatuhan dalam 

mernjalankan permungutan perrpajakan. Faktorr – 

faktorr ini lah yang merndasari kermuan wajib 

pajak untuk mermbayarkan pajaknya kerpada 

nergara.  

Pajak serndiri merrupakan pro rse rs 

permungutan yang berrsifat mermaksa. Hal ini 

terntunya akan me rnimbulkan masalah 

karerna mernimbulkan adanya pe rlanggaran 

yang terrjadi. Pe rlanggaran ini dapat 

dilakukan o rlerh wajib pajak ataupun badan 

yang mermiliki kerperntingan yang wajib 

dalam mermbayar pajak. Pe rrilaku 

perlanggaran ini te rntunya akan 

mernimbulkan masalah dike rmudian hari. 

Perlanggaran ini terrjadi karerna adanya fakto rr 

yang mermperngaruhi dalam pro rsers 

permungutan wajib pajak. Te rntunya hal ini 

tidak bisa berrlangsung terrus mernerrus. 

Kersadaran pajak harus ditingkatkan de rmi 

terrwujudnya permungutan pajak yang 

maksimal. Kersadaran dalam me rmbayar 

pajak sangat pernting untuk dilakukan dan 

dikertahui o rlerh wajib pajak.  

Hal ini serlaras dalam pe rnerlitian 

(Afriternti ert al., 2020) yang mernyatakan 

bahwa kersadaran dalam me rmbayar pajak 

mernjadi fakto rr pernting dalam pe rmungutan 

pajak Kersadaran pajak ini harus dirasakan 

orlerh serluruh wajib pajak terrutama wajib 

pajak kerndaraan berrmo rtorr. Wajib pajak 

kerndaraan berrmo rtorr harus sadar me rngernai 

tax planning kare rna hal ini pe rnting dalam 

mernjalankan ke rwajiban perrpajakan 

khususnya pajak ke rndaraan berrmo rtorr.  

Kersadaran pajak ini me rliputi pula tax 

planning.  

Tax planning merrupakan kergiatan untuk 

merrerncanakan perngerluaran pajak yang 

nantinya akan dise rtorrkan. Mernurut (Kiki 

dan Marserlla Yudhita, 2023) tax planning 

merrupakan perrerncanaan bersarnya pajak 

yang nantinya akan dibayarkan. Tax 

planning juga dapat dilakukan dalam 

merlakukan permbayaran pajak apapun. 

Pajak bumi dan bangunan, pajak 

pernghasilan serrta pajak ke rndaraan. Wajib 

pajak harus mermiliki kersadaran untuk 

mermbuat rerncana pajak yang le rbih terliti 

agar kerwajiban perrpajakan dapat dilakukan 

derngan baik.  

Hal ini serlaras dalam pe rnerlitian 

(Afriternti ert al., 2020) yang mernyatakan 

bahwa kersadaran dalam me rmbayar pajak 

mernjadi fakto rr pernting dalam pe rmungutan 

pajak Kersadaran pajak ini harus dirasakan 

orlerh serluruh wajib pajak terrutama wajib 

pajak kerndaraan berrmo rtorr. Wajib pajak 

kerndaraan berrmo rtorr harus sadar me rngernai 



tax planning kare rna hal ini pe rnting dalam 

mernjalankan ke rwajiban perrpajakan 

khususnya pajak ke rndaraan berrmo rtorr.  

Kersadaran pajak ini me rliputi pula tax 

planning. Tax planning merrupakan 

kergiatan untuk me rrerncanakan perngerluaran 

pajak yang nantinya akan dise rtorrkan. 

Mernurut (Kiki dan Marserlla Yudhita, 2023) 

tax planning merrupakan perrerncanaan 

bersarnya pajak yang nantinya akan 

dibayarkan. Tax planning juga dapat 

dilakukan dalam me rlakukan permbayaran 

pajak apapun. Pajak bumi dan bangunan, 

pajak pernghasilan serrta pajak kerndaraan. 

Wajib pajak harus me rmiliki kersadaran 

untuk mermbuat rerncana pajak yang le rbih 

terliti agar kerwajiban perrpajakan dapat 

dilakukan derngan baik. 
Hal ini harus berrjalan dalam 

pernyerlernggaraan permungutan pajak kerndaraan 

berrmortorr karerna mernurut data dari DASI-Jasa 

Raharja, Sampai derngan bulan Dersermberr 2021  

terrcatat ada 103 juta unit ke rndaran di Kantorr 

Berrsama Samsat. Akan tertapi, dari data terrserbut 

terlah terrungkap serbanyak 40 juta unit kerndaraan 

atau serkitar 39% yang berlum merlunasi 

permbayaran pajak kerndaraan berrmortorr. Badan 

Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI 

Jakarta mencatat realisasi pajak kendaraan 

bermotor sebesar Rp 7,6 triliun hingga 29 
Oktober 2023. Nilai realisasi ini sebesar 79,83 

persen dari target Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 yang 

senilai Rp 9,6 triliun. Hal ini mernjadi suatu 

masalah karerna banyaknya kerndaraan berrmortorr 

yang mernunggak dalam prorsers permungutan 

pajak kerndaraan berrmortorr. Perntingnya tax 

planning dalam permbayaran pajak kerndaraan 

berrmortorr agar wajib pajak kerndaraan berrmortorr 

dapat mernyiapkan uang dalam mernjalankan 

kerwajiban pajaknya untuk mermbayar pajak 

kerndaraan berrmortorr.  

Pajak kerndaraan berrmo rtorr serndiri 

mermiliki tarif pasti yang sudah diterntukan 

orlerh permerirntah daerrah. Hal ini me rnjadi 

bukti bahwa tarif pajak yang dibe rrikan ke r 

wajib pajak adalah tarif te rtap yang harus 

dibayar o rlerh wajib pajak ke rndaraan 

berrmo rtorr. Namun, wajib pajak ce rnderrung 

akan mermpunyai kerndaraan lerbih dari satu. 

Hal ini akan me rmbuat pajak ke rndaraan 

berrmo rtorr akan merngalami kernaikan karerna 

adanya tarif pajak pro rgrersif.  

Tarif pajak pro rgrersif adalah tarif pajak 

yang akan terrus berrtambah seriring derngan 

berrtambahnya o rbjerk pajak. Hal ini serlaras 

derngan pernerlitian (Yorhana, 2023) yang 

berrisi terntang tarif pajak merrupakan tarif 

yang terrus naik sersuai derngan kernaikan 

dasar pajak. Tarif pajak pro rgrersif inilah 

yang terntunya mermperngaruhi wajib pajak 

dalam mermbayar pajak ke rndaraan 

berrmo rtorr. Kerserlarasan antara pe rngertahuan 

merngernai tax planning dan tarif pajak 

terntunya akan me rnimbulkan kersadaran 

pajak yang tinggi dan me rmperrbersar 

perluang untuk kernaikan rasio r pajak di pajak 

kerndaraan berrmo rtorr.  

Wajib pajak harus me rmiliki perngertahuan 

tax planning dan tarif pajak ke rndaraan 

berrmo rtorr agar tidak merrasa terrberbani dalam 

mernjalankan kerwajiban nya dalam 

mermbayar pajak ke rndaraan berrmo rtorr.  Hal 

ini terntunya akan me rmbuat wajib pajak 

akan terrhindar dari te rrkernanya sanksi pajak 

yang akan dikernai jika terrlambat dalam 

mermbayar pajak. Sanksi ini te rntunya akan 

mermbuat wajib pajak se rmakin berrat dalam 

mermbayar pajak. 

Perran pertugas pajak kerndaraan berrmo rtorr 

sangat diperrlukan untuk e rdukasi wajib 

pajak dalam mermbayar pajak ke rndaraan 

berrmo rtorr. Perlayanan yang dibe rrikan o rlerh 

pertugas pajak terntunya harus dibe rrikan 

sercara o rptimal dari info rrmasi dasar sampai 

info rrmasi dertail merngernai pajak kerndaraan 

berrmo rtorr.  

Perlayanan pajak yang baik terntunya 

akan mermbuat wajib pajak akan me rrasa 

nyaman dan te rrbantu. Hal ini terrtuang 

dalam pernerlitian (Yuniarsih dan Sutandi, 

2023) yang berrisi merngernai perlayanan 

pajak merrupakan fakto rr pernting dalam 

merningkatkan kerpatuhan wajib pajak 

khususnya wajib pajak ke rndaraan 

berrmo rtorr. Wajib pajak ke rndaraan berrmo rtorr 

mermiliki kersermpatan untuk me rmperro rlerh 

info rrmasi merngernai pajak ke rndaraan 

berrmo rtorr sangat bersar.  



Hal ini terntunya harus disadari dan 

dipahami o rlerh wajib pajak ke rndaraan 

berrmo rtorr untuk kerberrlangsungan 

mermbayarkan pajaknya. Ke rsinambungan 

tiga asperk pernting yaitu tax planning, tarif 

pajak dan kualitas pe rlayanan fiskus sangat 

diperrlukan dermi perningkatan rasio r pajak 

kerndaraan berrmo rtorr. Kerberrhasilan dalam 

perningkatan kerpatuhan wajib pajak sangat 

pernting dalam me rwujdukan reralisasi 

permungutan pajak yang tinggi. 
Kerpatuhan wajib pajak terrutama wajib pajak 

kerndaraan berrmortorr harus ditingkatkan karerna 

pajak kerndaraan berrmortorr sangat berrkorntribusi 

bagi perndapatan daerrah. Kerpatuhan ini harus 

ditingkatkan. Dalam pernerlitian (Shinta Dervi 

dan Budiartha, 2020) kerpatuhan wajib pajak 

adalah keradaan wajib pajak mermatuhi serluruh 

aturan yang berrlaku.  

Kerpatuhan ini lah yang harus dimiliki orle rh 

serluruh wajib pajak kerndaraan berrmortorr untuk 

sadar dalam mermbayar pajak kerndaraannya. 

Hal ini harus merndapatkan korntribusi dari 

faktorr yang mermperngaruhi kerpatuhan wajib 

pajak. Kersinambungan antara tax planning, tarif 

pajak dan kualitas perlayanan fiskus harus 

berrkorntribusi dalam kerpatuhan wajib pajak 

kerndaraan berrmortorr. 

 

Tinjauan Pustaka 

Teori Atribusi 

 

Terorri Atribusi merrupakan terorri yang berrasumsi 

bahwa orrang berrupaya untuk untuk mernerntukan 

merngapa serserorrang merlakukan apa yang merrerka 

lakukan, serserorrang merncorba mermahami 

merngapa orrang lain merlakukan sersuatu yang 

mungkin satu atau lerbih atribusi mernyerbabkan 

prilaku terrserbut. 

 

Laporan Realisasi Pendapatan  Pajak 

Kendaraan Bermotor 

 

Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan 
Bermotor adalah Upaya untuk memenuhi target 

pajak yang sudah ditentukan pada awal tahun. 

Hal ini penting untuk dilakukan untuk 

mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak 
kendaraan bermotor. Berdasarkan data dari 

BAPENDA Provinsi DKI Jakarta mencatat 

realisasi pajak kendaraan bermotor sebesar Rp 
7,6 triliun hingga 29 Oktober 2023. Nilai 

realisasi ini sebesar 79,83 persen dari target 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) tahun 2023 yang senilai Rp 9,6 triliun. 
Berdasarkan data tersebut realisasi anggaran 

gagal memenuhi target dengan hanya 79,83%. 

Hal ini menjadi polemic yang terjadi jika terus 
dibiarkan. Upaya pemenuhan target harus 

dipenuhi dan terus dioptimalkan demi 

pemasukan pajak daerah khususnya pajak 
kendaraan bermotor lebih terpenuhi dan 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak 

kendaraan bermotor. 
 

Pajak Kendaraan Bermotor 

 

Pajak yaitu dana dari rakyat atau wajib pajak 

untuk merndanai kerperrluan Nergara dalam 

mermbangun dan mernserjahterrakan 

rakyatnya. Permungutan pajak berrsifat wajib 

karerna dilakukan berrdasarkan Undang-

Undang. Kermudian mernurut (Wilandari, 

2023) Pajak merrupakan permungutan atau 

iuran wajib yang harus dibayarkan orle rh 

rakyat kerpada nergara, yang nantinya akan 

digunakan untuk kerperntingan permerrintah 

dan masyarakat umum. 

 

 

Tax Planning 

 

tax planning merrupakan upaya lergal yang 

bisa dilakukan Wajib Pajak. Tindakan itu 

lergal karerna pernghermatan pajak terrserbut 

dilakukan derngan cara yang tidak 

merlanggar kerterntuan yang berrlaku. Tax 

Planning  merrupakan hal pernting yang kerrap 

kali diabaikan orlerh wajib pajak dalam 

mernjalankan kerwajibannya dalam mermbayar 

pajak. Hal ini terntunya harus di perrhatikan orlerh 

wajib pajak dalam mermberrikan Upaya bayar 

pajak yang baik tanpa me rnimbulkan tunggakan 

pajak. 
 

Tarif Pajak   

 

Tarif pajak merrupakan bersaran pajak yang 

harus dibayar o rlerh wajib pajak mernurut 

undang-undang yang be rrlaku. Pajak yang 

dikernakan mermiliki tarif te rrserndiri yang 



diberbankan derngan bersaran yang diatur 

mernurut undang-undang. Perrlu dikertahui 

bahwa kerndaraan berrmo rtorr mermiliki tarif 

tertap. Namun, tarif pajak ke rndaraan 

berrmo rtorr dikernakan tarif pro rgrersif jika 

mermiliki kerndaraan lerbih dari satu 

kerndaraan. 
 

Kualitas Pelayanan  

 

Mernurut (Sterla, Siho rmbing, 2024) Kualitas 

Perlayanan ialah ukuran untuk pe rlayanan 

yang dibe rrikan o rlerh pertugas ke rpada wajib 

pajak dalam me rnjalankan tugasnya. 

Kualitas pe rlayanan yang dibe rrikan kerpada 

wajib pajak harus te rrus ditingkatkan untuk 

kernyamanan yang dirasakan o rlerh wajib 

pajak saat me rnjalankan ke rwajiban 

perrpajakannya. Ke rpatuhan wajib pajak 

yang diperngaruhi facto rr erkterrnal dari diri 

wajib pajak salah satunya adalah kualitas 

perlayanan me rme rrlukan perningkatan 

derngan cara me rningkatkan kualitas 

perlayanan yang le rbih ramah dan humanis. 
 

Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan 

Bermotor 

(Sterla, Siho rmbing, 2024) Kerpatuhan wajib 

pajak ialah tingkat be rsarnya wajib pajak 

dalam mermbayar pajaknya. 
 

METODE 

Populasi dan Sampel 

 
Populasi merupakan generalisasi yang terdiri 

dari obyek atau subyek dengan kualitas dan 

karakteristikyang ditentukan oleh peneliti untuk 

memberikan pembelajaran dan kemudian dapat 
ditemukan suatu kesimpulannya. Populasi pada 

penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan 

bermotor di SAMSAT Jakarta Barat. 
 Sampel adalah subjek atau objek yang 

digunakan untuk penelitian dan hasilnya 

merupakan representative dari populasi secara 
keseluruhan. Dengaan demikian, sampel dapat 

dilakukan sebagai bagian dari populasi yang 

diambil dengaan teknik aatau metode tertentu 

untuk diteliti dan digeneralisasi terhadap 
populasi. Pemilihan sample dalam penelitian ini 

menggunakan metode Incidential sampling, 

yaitu Terknik 12 merngumpulkan 12 samperl 12 

berrdasarkan 12 kerbertulan,  12 siapa 12 saja 12 yang 12 

sercara 12 kerbertulan 12 lerwat  12 dan 12 berrjumpa 12 

derngan 12 pernerliti 12 dapat  12 dijadikan 12 serbagai 12 

sampler 12 bisa 12 dipandang 12 o rrang 12 yang 12 lerwat  12 

mermpunyai 12 kerco rcorkan 12 serbagai 12 sumberr 12 

data. penelitian ini, dimana jumlah sampel 

penelitian sebanyak 100 Responden. 

 

Uji Asumsi Klasik  

 

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 

kuantitatif, oleh karena itu data dalam penelitian 
ini berbentuk angka. Untuk melakukan uji 

asumsi klasik atas data angka ini, maka peneliti 

melakukan uji normalitas, uji multikolinearitas, 

dan uji heteroskedaktisitas. 
 

Uji Normalitas 

 
Uji normalitas digunakan untuk menguji model 

regresi, variabel pengganggu atau residual 

memiliki distribusi normal atau tidak. Pengujian 
normalitas yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov untuk 

mengetahui normalitas residual salah satunya 

dapat dilakukan dengan uji statistik non 
parametrik Kolmogorov-Smirnov. 

 

Uji Multikolonieritas 

 

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji 

apakah model regresi ditemukan adanya 
kolerasi antar variabel independen. Model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 

kolerasi di antara variabel independen. Untuk 

mengetahu uji multikolinearitas dapat melihat 
nilai VIF pada masing-masing variabel 

independen. 

 

Uji Heteroskedastisitas 

 

Uji heteroskedastatisitas digunakan untuk 

menguji apakah dalam model regresi terjadi 
ketidaksamaan variance dan residual antara satu 

pengamatan dengan pengamatan lain. 

 

Uji Hipotesis 

Uji Koefisien Determinasi (R) 

 
Uji koefisien determinasi digunakan untuk 

mengukur seberapa jauh kemampuan model 

dalam menerangkan variansi variabel dependen. 

Nilai koefisien determinasi adalah 0 dan 1. Nilai 
yang mendekati nilai 1 berarti variabel 

independen memberikan hampir semua 



informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi 
variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai yang 

kecil menandakan kemampuan variabel 

independen dalam menjelaskan variasi variabel 

dependen sangat terbatas. 
 

Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

 
Uji statistik F digunakan untuk menunjukkan 

apakah semua variabel independen yang 

dimasukkan dalam model fit atau tidak 
dilakukan penelitian. Kriteria pengambilan 

keputusan uji simultan dilakukan dengan tingkat 

signifikan 0,05. Jika nilai p value ≤ 0 ,05 berarti 

Ha diterima. Sebaliknya jika nilai p value ≥ 0 ,05 
maka Ha ditolak. 

 

Uji Signifikan Parameter Individual (Uji 

Statistik T) 

 

Uji statistik T digunakan untuk menunjukkan 
seberapa jauh pengaruh satu variabel 

independen secara individual dalam 

menerangkan variasi dependen. Kriteria 

pengambilan keputusan dalam pengujian secara 
parsial dengan tigkat alpha = 5% . Jika nilai p 

value ≤ 0 ,05 maka Ha diterima. Sebaliknya jika 

p value ≥ 0,05 maka Ha ditolak. 
 

 

 

 
 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Uji Asumsi Klasik  

 

Uji Normalitas 
 

Tabel I 

Hasil Uji Normalitas  

 

 

 
 Dari tabel diatas hasil uji normalitas 

Kolmogorov Smirnov mernunjukan bahwa 

N=100 yang berrarti jumlah samperl yang 

diambil serbanyak 100, meran ,0000000 dan 
standar derviasi 1,85330228. Pada bagian 

Asymp.Sig (2–tailerd) merrupakan pernguji nilai 

prorbability atau p-valuer. Pada taberl diatas 
mernunjukan nilai Asymp.Sig (2–tailerd) serbersar 

0,200 derngan mernggunakan signifikasi 0,05 

berrarti pernguji signifikan karerna p-valuer = 
0,200>0,05 serhingga dapat disimpulkan bahwa 

data mermiliki distribusi  norrmal. 

 

 

Uji Multikolonieritas 
Tabel II 

Hasil Uji Multikolonieritas 

 

 
 

Dari tabel diatas mernunjukkan bahwa nilai 

torlerrancer tidak ada yang me rnunjukkan ada 

variaberl inderperndernt yang mermiliki nilai 

kurang dari 1. Pada Tax Planning me rmiliki 

nilai 0,825 , Tarif Pajak me rmiliki nilai 0,818 

, Kualitas Pe rlayanan mermiliki nilai 0,951. 

Serdangkan pada tabe rl VIF merndapatkan 

hasil bahwa tidak ada variabe rl yang 

merlerbihi angka 10. Untuk Tax Planning 

merndapatkan nilai 1,212 , Tarif Pajak 

merndapatkan nilai 1,222 dan Kualitas 

Perlayanan merndapat nilai 1,051. Dapat 

disimpulkan bahwa tidak te rrjadi 

multiko rline raritas.. 
 

Uji Heteroskedastisitas 

Tabel IV 

Hasil Uji Heterokedastisitas  
 

 



 Dari tabel diatas mernunjukkan bahwa 

diperro rlerh titik-titik data me rnyerbar diatas 

dan dibawah atau dise rkitar angka 0, titik-

titik data dapat me rngumpul hanya diatas 

saja. Derngan dermikian dapat disimpulkan 

tidak terrjadi herterrorkerdastisitas. 

 
 

 

Uji Hipotesis 

Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Tabel IV 

Hasil Uji R2 

 

 
 

 Berdasarkan tabel hasil 12 perngujian 12 

mernunjukkan 12 korerfisiern 12 korrerlasi 12 berrganda 12 

(R2).  12 Ko rerfisiern 12 derterrminan 12 (R-squarer) 12 dan 12 

faktorr 12 pernyersuaian 12 derterrminan 12 serbersar 12  12 

(adjusterd 12 R-squarer). 12 Berrdasarkan 12 taberl 12 

ringkasan 12 mo rderl 12  12 di 12 atas,  12 diperrorlerh 12  12 nilai 12 

korerfisiern 12 ko rrerlasi 12 berrganda 12 (R) 12  12 serbersar 12  12 

0,374 12  12 yang 12 mernunjukkan 12 bahwa 12 variaberl-

variaberlnya 12 adalah 12 Tax Planning,  12 tarif 12 

pajak,  12 dan Kualitas perlayanan 12 terrdapat  12 

hubungan 12 yang 12 sangat  12 kuat.  12 Hasil 12 pada 12 

taberl 12 diatas 12 juga 12 mernunjukkan 12 bahwa 12 nilai 12 

Adjusterd 12 R-squarer 12 serbersar 12 0,355,  12 artinya 12 

0,355% 12 variasi 12 kerpatuhan 12 wajib 12 pajak 12 

kendaraan bermotor12 diserbabkan 12 o rlerh 12  12 

variaberl 12 inderperndern 12 (Tax Planning,  12 tarif 12 

pajak,  12 dan 12 kualitas 12 perlayanan).  12 Sisanya 12 

diperngaruhi 12 o rlerh 12 variaberl 12 lain 12 yang 12 tidak 12 

dimasukan 12 dalam 12 pernerlitian 12 ini 12 serbersar 12 

100% 12 - 12 0,355% 12 = 12 0,99645 12%. 
 

Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik T) 

Tabel IV 
Hasil Uji T 

 

 
 

 Maka dapat disimpulkan bahwa variabel 
Tax Planning, Tarif Pajak dan Kualitas 

Pelayanan secara simultan berpengaruh 

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan 

Bermotor. 
 

 

 

Uji Signifikan Parameter Individual (Uji 

Statistik F) 

Tabel IV 
Hasil Uji F 

 

 
 

Nilai 12 F 12 diperro rlerh 12 serbersar 12 19,153 12 serdangkan 

12 tingkat  12 signifikasi 12 0,000.  12 Karerna 12 tingkat  12 

siginifikasi 12 lerbih 12 kercil 12 dari 12 0,005 12 maka 12 Ha 12 

diterrima,  12 serhingga 12 variaberl 12Tax Planning,  12 

tarif 12 pajak 12 dan 12 kualitas 12 perlayanan 12 

berrperngaruh 12 signifikan 12 terrhadap 12 variaberl 12 

kerpatuhan 12 wajib 12 pajak 12 kerndaraan berrmo rtorr12 

di 12 Samsat Jakarta Barat. 
 
 

 

 
 

 

KESIMPULAN  

 

1. Berrdasarkan 12 hasil 12 perngujian,  12 variaberl 12 

Tax Planning12 mermiliki 12 perngaruh 12 porsitif 12 

signifikan 12 terrhadap 12 kerpatuhan 12 wajib 12 pajak 12 

12kerndaraan berrmo rtorr. 12 Berrdasarkan 12 hasil 12 uji 12 

T, 12 nilai 12 t  12 pada 12 variaberl 12 ini 12 adalah 12 2,841 12 

derngan 12 hasil 12 signifikasi 12 serbersar 12 0,005 12 < 12 

0,05 12 yang 12 berrarti 12 bahwa 12 tax planning 12 

berrperngaruh 12 terrhadap 12 kerpatuhan 12 wajib 12 

pajak 12kerndaraan berrmo rtorr. 

2. Berrdasarkan 12 hasil 12 perngujian,  12 variaberl 12 

tarif 12 pajak  12 mermiliki 12 perngaruh 12 po rsitif1 2 

signifikan 12 terrhadap 12 kerpatuhan 12 wajib 12 pajak 12 

12kerndaraan berrmo rtorr. 12 Berrdasarkan 12 hasil 12 uji 12 

T, 12 nilai 12 t  12 pada 12 variaberl 12 ini 12 adalah 12 2,425 12 

derngan 12 hasil 12 signifikasi 12 serbersar 12 0,017 12 < 12 

0,05 12 yang 12 berrarti 12 bahwa tarif pajak 12 



berrperngaruh 12 terrhadap 12 kerpatuhan 12 wajib 12 

pajak 12 12kerndaraan berrmo rtorr. 

3. Berrdasarkan 12 hasil 12 perngujian,  12 variaberl 12 

kualitas  12 perlayanan 2 mermiliki 12 perngaruh 12 

porsitif 12 signifikan 12 terrhadap 12 kerpatuhan 12 wajib 12 

pajak 12 12kerndaraan berrmo rtorr.  12 Berrdasarkan 12 

hasil 12 uji 12 T, 12 nilai 12 t  12 pada 12 variaberl 12 ini 12 adalah 12 

4,714 12 derngan 12 hasil 12 signifikasi 12 serbersar 12 

0,000 12 < 12 0,05 12 yang 12 berrarti 12 bahwa 12 kualitas 12 

perlayanan 12 berrperngaruh 12 terrhadap 12 kerpatuhan 12 

wajib 12 pajak 12 12kerndaraan berrmo rtorr. 
 

SARAN 

 

Berrdasarkan hasil pernerlitian dan kersimpulan 

yang ada, maka saran untuk pernerliti serlanjutnya 

yang ingin merlaksanakan perngamatan derngan 

torpik serjernis dan bagi perrusahaan adalah : 

 

1. Dalam pernerlitian ini terrdapat inforrmasi 

pernting yang dapat digunakan untuk 
perngermbangan ilmu perngertahuan. 

Pernerlitian ini dapat dijadikan acuan 

dalam merlakukan perngermbangan 
akadermik 

2. Dapat mermilih variaberl lain atau 

merngermbangkan variaberl yang ada 

dalam pernerlitian ini agar kerderpannya 
dapat berrguna dan sermakin 

berrkermbang serrta mernjadi acuan bagi 

pernerliti serlanjutnya. 
3. Dalam pernerlitian ini pernulis dapat 

mermberrikan inforrmasi kerpada  

permerrintah serrta masukan bagi 

permerrintah untuk terrus 
merngermbangkan sisterm yang ada dan 

merlakukan sorsialisasi terrus mernerrus 

dalam mermbayar pajak. 
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